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PENETAPAN
Nomor 2252/Pdt.G/2024/PA.Lmg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang
dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara
Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 21
Desember 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN,
JAWA TIMUR, dengan domisili elekteronik pada alamat emalil
dwi.ratnasari.lamongan@gmail.com, sebagai Penggugat;
Lawan
TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 11
Juni 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru
Swasta, bertempat tinggal di XXXXX XXXX XXXXXX XX XXX XX XXX,
XXXX XXXXXXXXKK,  XXXXKKKKK XXXXX,  XXXXXXXXK XXXKKKKK, XXXX
xxxxX, dengan domisili elekteronik pada alamat emalil
dwi.ratnasari.lamongan@gmail.com, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor
2252/Pdt.G/2024/PA.Lmg, tanggal 31 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan
Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2021, di hadapan Pejabat Pencatat
Nikah KUA XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, sesuai Kutipan Akta
Nikah Nomor: 294/14/X/2021, tanggal 24 Oktober 2021;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.2252/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Janda Cerai, dan
status Tergugat adalah Duda Mati;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di XXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXX XX XXX, XXXX
XXXXXXXX,  XXXXXXKKK  XXXXXXK, XXXXXXXXX XXXXXXXX selama 2 tahun 6
bulan,

4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat (Bakda dukhul,
namun belum dikaruniai anak);

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2023 Penggugat dan
Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak
bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karena Tergugat
bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperdulikan Penggugat,
apbila Penggugat menanyakan perihal nafkah kepada Tergugat, Tergugat
malah marah bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak
bulan April tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman
orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat di XXXXX XXXX XXXXXX XX XXX XX XXX, XXXX
XXXXXXXXXX,  XXXXXXXKX  XXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXXX, sehingga berpisah
tempat tinggal selama 6 bulan;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut
mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada
kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali
membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat
telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.
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Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak,
memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut:

Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2.  Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT) ;
3.  Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;
Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan
Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, dan
selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator
bernama H. Kasno, S.Ag.;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 19 November 2024 ternyata
mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terhadap laporan
tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dengan menyampaikan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan
perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita
acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82
ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan
2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan
Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan
sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah
memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya mediasi
dengan mediator bernama H. Kasno, S.Ag.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan
mediator tanggal 19 November 2024 ternyata Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina
rumah tangganya dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut
perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan
menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271
dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat
tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2252/Pdt.G/2024/PA.Lmg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
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Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ramly Kamil,
M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Roihan, S.H. dan Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin,
S.H.l., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para
pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu
oleh Suprayitno, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
H. Roihan, S.H. Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.l.,
S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suprayitno, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya:
1.Pendaftaran Rp 30.000,00

2.Proses Rp 100.000,00
3.Panggilan Rp 20.000,00
4. PNBP Rp 20.000,00
5.Redaksi Rp 10.000,00
6.Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 190.000,00
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